SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi;

bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu
menetapkan  Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.



Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 3
Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 3

Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri
atas:

a. Inspektur;

b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Koordinator Perencanaan; dan
2. Subbagian Umum;

c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
dan Aparatur;

d. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;

e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan,
Sosial, Ekonomi dan Budaya;

f. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan
dan Investigasi;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 6

Sub Koordinator Perencanaan mempunyai
tugas melaksanakan  penyiapan  bahan
penyusunan rencana, program, monitoring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di
lingkungan Inspektorat Daerah.

Sub Koordinator Perencanaan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program Kkerja
Inspektorat Daerah;

b. pelaksanaan  penyiapan bahan dan
penysunan rumusan kebijakan m dan



(3)

pelaporan;

c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian
program,;

d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan
unit kerja terkait;

e. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan
RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA,
TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan
LPPD lingkup Inspektorat Daerah;

f. pelaksanaan penyusunan laporan,;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta
laporan kegiatan Inspektorat Daerah;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan
fasilitasi dan koordinasi sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
(SAKIP);

i. pelaksanaan  pengelolaan data dan
informasi;

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan;

k. pelaksanaan pengoordinasian
pelaksanaan tugas pelaksana dan jabatan
fungsional tertentu dibawah sesuai
dengan fungsinya; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.

Sub Koordinator Perencanaan dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah
Sekretaris dan secara operasional
bertanggung jawab kepada Inspektur.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 12

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan
Pemerintah  Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dapat dibentuk sejumlah kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan
dan  berdasarkan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai
tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
bidang tenaga fungsional masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas
Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan
Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan



Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan
Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
yang terbagi dalam beberapa kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh
koordinator pelaksana fungsi pelayanan
fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator
sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan
fungsi jabatan pimpinnan tinggi pratama
masing-masing.

(6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) melaksanakan tugas koordinasi
penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
serta pelaporan pada satu kelompok
substansi pada masing-masing
pengelompokan uraian fungsi.

(7) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) melaksanakan tugas membantu
koordinator dalam penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan
dan evaluasi, serta pelaporan pada satu
kelompok substansi pada masing-masing
pengelompokan uraian fungsi.

(8) Koordinator dan sub-koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6) ditetapkan oleh pejabat pembina
kepegawaian atas usulan pejabat yang
berwenang.

(9) Ketentuan mengenai pembagian tugas
koordinator dan sub-koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(10) Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan
keahliannya masing-masing dan dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(11) Pejabat  fungsional dalam melaksanakan

tugasnya bertanggung jawab langsung kepada
Inspektur.

(12) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(13)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur



berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(14) Pembinaan administratif jabatan Fungsional,
diselenggarakan oleh  Sekretaris meliputi
penilaian dan penetapan angka kredit, usulan
kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan
dan pelatihan.

(15) Pembinaan  teknis  Jabatan  Fungsional
diselenggarakan oleh Inspektur Pembantu
terkait, meliputi rencana penugasan dan
pengukuran kinerja.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Desember 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

NOMOR 15 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 19630312 198503 1 013



